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MOTTO 
 
 
                    
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. 
 
(QS. Al-Isra’ [17] : 32) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز ra r Er 
ش zai z Zet 
ض sin s Es 
ش syin sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
و mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ي ha h Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u u 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Z|ukira 
3. ةهري Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حىل  H}aula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan u> u dan garis di atas 
xi 
 
wau 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alh}ah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 
 
xii 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana> 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
 
xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuz|u>na 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ محمد ام و Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-h}amdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Hendi Gunawan, NIM: 142131008, “STUDY KOMPARATIF HUKUM 
POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PERZINAHAN DAN KESUSILAAN”. Permasalahan yang diangkat sebagai 
fokus penelitian adalah bahwa dalam hukum pidana Islam delik perzinahan sudah 
diatur tetapi dalam hukum positif Indonesia perzinahan sebagaimana dalam 
hukum pidana Islam tidak diatur dalam hukum pidana Indonesia. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan 
memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal, internet, perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan 
permasalahan yang di kaji. Sumber data dari penelitian ini data sekunder, bahan 
hukum primair yaitu meliputi Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 
KUHP tentang kesusilaan, Q.S Al-Isra‟ ayat 32, Q.S An-Nur ayat 2, dan hadis. 
Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan 
kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian, internet. Bahan hukum 
tersier yaitu seperti kamus dan ensiklopedia. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah tindak pidana perzinahan di 
Indonesia di atur dalam Pasal 284 KUHP terancam pidana jika salah satu atau 
kedua-duanya sudah menikah sedangkan di dalam hukum pidana Islam pelaku 
zina baik dia sudah menikah atau belum menikah mereka dapat dikenakan 
hukuman. Orang yang belum menikah melakukan hubungan seksual di depan 
umum dalam hukum positif Indonesia ada pasal yang mengatur tentang tindak 
pidana kesusilaan yaitu Pasal 281 KUHP bukan tentang perzinahan dengan 
demikian pelaku zina yang belum menikah masih dapat di jerat hukuman bukan 
dengan pasal perzinahan melainkan pasal kesusilaan. 
 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Perzinahan, Kesusilaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xviii 
 
ABSTRACT 
 
Hendi Gunawan, NIM: 142131008, "COMPARATIVE STUDY OF POSITIVE 
AND ISLAMIC LEGAL LAW ON LAW AND LOSS OF CRIMINAL 
ACTION". The problem raised as the focus of research is that in Islamic criminal 
law adultery offenses are regulated but in Indonesian positive law adultery as in 
Islamic criminal law is not regulated in Indonesian criminal law. 
This type of research is library research, namely by utilizing the 
documentation in the form of books, research results, journals, internet, legislation 
and literature related to the problems studied. Sources of data from this study are 
secondary data, primary legal materials, which include Article 284 of the Criminal 
Code concerning adultery and Article 281 of the Criminal Code concerning 
decency, Q.S Al-Isra 'verse 32, Q.S An-Nur verse 2, and hadith. Secondary legal 
materials, namely data obtained or derived from library materials such as books, 
journals, research results, the internet. Tertiary legal materials are like dictionaries 
and encyclopedias. 
The conclusion that can be taken is that criminal acts of adultery in 
Indonesia are regulated in Article 284 of the Criminal Code which is subject to 
criminal penalties if one or both are married while in Islamic criminal law 
adulterers whether they are married or unmarried they can be punished. 
Unmarried people have sexual relations in public in Indonesian positive law. 
There are articles that regulate morality crimes, namely Article 281 of the 
Criminal Code not about adultery, so unmarried adulterers can still be punished 
not by adultery, but by morality. 
 
Keywords: Criminal Law of Islam, Adultery, Decency. 
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DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah salah satu Negara hukum di dunia, maka dari itu 
masyarakat Indonesia hidup di bawah naungan hukum positif meskipun 
banyak di daerah tertentu masih menggunakan hukum adat. Pasal 1 ayat 3 
Undang Undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 1945 (amandemen 
III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum. Hal ini dapat di artikan bahwa Negara yang berhak untuk 
memberikan sanksi jika terjadi suatu pelanggaran. 
Dari banyak tindak pidana yang terjadi yaitu salah satunya kasus 
tindak pidana perzinahan. Zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara 
laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu 
memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal 
sampai batas h}asyafah (kepala zakar).1 
Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina 
menurut beberapa mazhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya 
maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang 
dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.
2
 
                                                             
1
 Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana”, Hunafa: Jurnal Studia Islamik, (Kediri) Vol. 12 Nomor 2, 2015, hlm. 381. 
2
 Ibid., hlm. 382. 
  
 
 
2 
Kasus tindak pidana perzinahan di Indonesia diatur dalam Pasal 284 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terancam pidana, jika salah satu atau 
kedua-duanya sudah menikah, berbeda dengan hukum Islam pelaku zina baik 
dia menikah atau belum menikah mereka dapat dikenakan hukuman, dengan 
demikian para remaja memiliki celah untuk berbuat zina. Tetapi dalam RUU 
KUHP memperluas cakupan tentang apa yang disebut sebagai zina itu. Tidak 
hanya bisa dikenakan pada mereka yang terikat dalam perkawinan saja, tapi 
Pasal 484 ayat 1 RUU KUHP mencakup perzinaan antara laki-laki dengan 
perempuan yang keduanya tak terikat perkawinan.
3
 Delik perzinahan 
(overspel) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan 
sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan.
4
 Jadi didalam KUHP delik 
perzinahan hanya untuk pelaku yang sudah menikah sedangkan untuk pelaku 
yang belum menikah masuk dalam delik kesusilaan. 
Berbeda dengan penerapan hukum pidana Islam dalam kasus 
perzinahan tidak memandang apakah pelaku sudah menikah apa belum 
menikah semua tetap mendapatkan sanksi yang berbeda. Dalam hukum 
pidana Islam zina dibagi menjadi dua yaitu zina muh}s}a>n dan gairu muh}s}a>n. 
Zina muh}s}a>n yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang 
sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muh}s}a>n 
ini ada dua macam yaitu dera seratus kali dan rajam.
5
 
                                                             
3
 Eko Sugiyanto, dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan 
Tindak Pidana Perzinahan”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 Nomor 3, 2016, hlm. 5. 
4
 Ibid., hlm. 4. 
5
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 33.  
  
 
 
3 
Zina gairu muh}s}a>n adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan yang belum berkeluarga. Hukum untuk zina gairu muh}s}a>n ada 
dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.
6
 
Contohnya  satu pasangan remaja non-muhrim di Banda Aceh dicambuk 100 
kali setelah terbukti berzina. Keduanya mengaku dan bersumpah di depan 
hakim telah bersetubuh di sebuah rumah kos.
7
 Jadi di dalam hukum Islam 
semua perbuatan zina mendapat hukuman tetapi dengan hukuman yang 
berbeda. 
Dari pemaparan di atas penulis akan mengkaji bagaimana  perbedaan 
hukuman antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam yang 
bertolak belakang ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut dengan judul “Study Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam 
terhadap Tindak Pidana Perzinahan dan Kesusilaan”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa saja unsur-unsur perzinahan dalam Pasal 284 KUHP tentang 
perzinahan? 
2. Apa saja unsur-unsur kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP tentang 
kesusilaan? 
3. Bagaimana ketentuan hukum pidana Islam terhadap Pasal 284 KUHP 
tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan? 
                                                             
6
 Ibid., hlm. 29. 
7
 Agus Styadi, 2 Remaja di Aceh Dicambuk 100 Kali karena Terbukti Berzina, 
https://news.detik.com/berita/d-3356465/2-remaja-di-aceh-dicambuk-100-kali-karena-
terbukti-berzina, di akses tanggal 14 Februari 2018. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui unsur-unsur perzinahan dalam Pasal 284 KUHP 
tentang perzinahan. 
2. Untuk mengetahui unsur-unsur kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP 
tentang kesusilaan. 
3. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam terhadap Pasal 284 
KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat yang diharapkan dalam terbentuknya skripsi ini agar menambah 
khasanah keilmuan tentang perzinahan bagi masyarakat umum, serta 
semua pihak-pihak yang membaca skripsi. 
2. Diharapkan penulis agar skripsi ini dapat menjaga keluarganya dari 
perbuatan zina. 
E. Kerangka Teori 
1. Tindak Pidana 
Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang 
sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Stafwetboek atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.
8
 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik.
9
 Kata “delik” 
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut 
delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda 
                                                             
8
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2008), hlm. 59. 
9
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 47. 
  
 
 
5 
disebut delict.
10
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan 
istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.
11
 
Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai 
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.
12
 
R. Abdoel Djamali mengatakan, peristiwa pidana atau sering 
disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa 
hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi 
unsur-unsur pidananya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang 
diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang 
disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan 
lainnya.
13
 
Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar 
antara lain VOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh 
undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu 
serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, 
delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
                                                             
10
 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
hlm. 7. 
11
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana…, hlm. 4. 
12
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1993), hlm 54. 
13
 Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm.  493. 
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dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.
14
 
Menurut para ahli hukum pidana, pada umumnya membedakan 
jenis-jenis tindak pidana (delik), antara lain: 
a. Kejahatan dan Pelanggaran 
Mengenai delik kejahatan didasarkan pada sistematika dalam 
Buku II KUHP. Untuk delik pelanggaran ini terdapat dalam Buku 
III KUHP, yang mana memuat delik-delik yang disebut dengan 
pelanggaran (overtredingen).
15
 
Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan 
pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang. Delik 
hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa 
keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang 
lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang yaitu 
melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja 
keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan 
bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai 
                                                             
14
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37. 
15
 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), hlm. 69. 
  
 
 
7 
sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah 
keadilan.
16
 
b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil) 
Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan 
dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. 
Adapun delik material adalah delik yang perumusannya 
dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). 
Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah 
terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.
17
 
c. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yaitu: 
1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, 
rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas 
…dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain 
yang senada, seperti …diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya 
adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak 
lagi. 
2) Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, 
dengan kata …karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 
360, 195 KUHP. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang 
dipakai istilah …karena kesalahannya. 
                                                             
16
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 58. 
17
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah…, hlm. 45. 
  
 
 
8 
d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis 
1) Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, 
misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, 
mengancam dan sebagainya. 
2) Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak datang 
menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak 
adanya melaporkan adanya pemufakatan jahat).
18
 
e. Delik Aduan dan Delik Biasa  
Delik aduan (klachtelict) adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari 
pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya: penghinaan, 
perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak dalam 
KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis 
deliknya dan ketentuan yang ada.
19
 Untuk perzinahan misalnya, 
yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.
20
 
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute 
yang penuntutannya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan 
relative disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan 
korban, misalnya: pencurian dalam keluarga (Pasal 267 ayat (2) dan 
(3) ) KUHP.
21
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 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 60. 
19
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah…, hlm. 61. 
20
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 61. 
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Jari>mah berasal dari bahasa Arab حيمشج yang berarti perbuatan dosa 
dan atau tindak pidana. Dalam terminology hukum Islam jari>mah 
diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh menurut syara‟ dan 
ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi 
yang sudah jelas ketentuannya (h}ad) maupun sanksi-sanksi yang belum 
jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta'zi>r). Dalam pembahasan mengenai 
tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan 
istilah jari>mah atau uqu>bah. Jari>mah dibagi menjadi dua, yaitu jina>yat 
dan h}udu>d. Jina>yat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta 
sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi 
qis}a>s}, diyat dan kifarat. Sedangkan h}udu>d membahas tentang pelaku 
tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta 
sanksi hukumannya yang meliputi zina, qaz|af, mencuri, miras, 
menyamun, merompak dan bugah.22 
H}udu>d adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan 
bentuk jama‟ (plural) dari kata h}ad yang asal artinya pembatas antara 
dua benda. Dinamakan h}ad  karena mencegah bersatunya sesuatu dengan 
yang lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata h}ad berarti al-
man’u  (pencegah), sehingga dikatakan h}udu>d Allah Azza wa Jalla 
adalah perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla larang melakukan atau 
melanggarnya. 
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 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jarimah diakses 12 Maret 2018. 
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Menurut syar‟i, istilah h}udu>d adalah hukuman-hukuman kejahatan 
yang telah ditetapkan oleh syara‟ untuk mencegah terjerumusnya 
seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa 
pelakunya.
23
 
Sedangkan menurut Wikipedia h}udu>d adalah penjatuhan sanksi 
yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan 
Hadist, seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad.
24
 
Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak 
terkait hubungan pernikahan (perkawinan) yang sah.
25
 Yang diatur 
dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak 
pidana perzinahan terancam pidana jika salah satu atau kedua-duanya 
sudah menikah berbeda dengan hukum pidana Islam pelaku zina entah 
dia menikah atau belum mereka dapat dikenakan hukuman dengan 
demikian para remaja memiliki celah untuk berbuat zina. 
Abdul Qadir Audah
26
 menyimpulkan pengertian zina yang di 
kemukakan oleh ulama dari berbagai mazhab sebagai berikut. 
Hubungan badan yang diharamkan dan di sengaja oleh pelakunya. 
Mengenai kekejian jari>mah zina ini, Muhammad Al-Khatib Asy-
Syarbini
27
 mengatakan, 
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 Kholid Syamhudi https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html diakses 13 Maret 
2018. 
24
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jinayat diakses 13 Maret 2018. 
25
 https://kbbi.web.id/zina diakses 12 Maret 2018. 
26
 Hubungan badan yang diharamkan dan di sengaja oleh pelakunya.Yang dikutip Oleh 
M. Nurul Irfan, Gratifikasi & Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 59. 
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Zina termasuk dosa besar yang paling keji. Tidak ada satupun 
agama yang menghalalkan. Oleh karena itu, sanksi hukuman juga 
sangat keras sebab zina sebagai jari>mah mengancam kehormatan dan 
hubungan nasab.
28
 
Terdapat ayat al-Qur‟an yang mehamkan jari>mah zina ini seperti 
firman Allah SWT, QS. Al - Isra‟ (17) : 32. 
                  
Artinya: 
dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (32) 
29
  
 
Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 
ḥudūd atau ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap 
pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman 
tindak pidana zina telah diatur oleh al-Qur‟an karena merupakan hak 
Allah swt secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat 
hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu gairu muh}s}a>n, artinya suatu zina 
yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan 
perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau 
perawan, yaitu mereka yang belum menikah. 
                                                                                                                                                              
27
 Zina termasuk dosa besar yang paling keji. Tidak ada satupun agama yang 
menghalalkan. Oleh karena itu, sanksi hukuman juga sangat keras sebab zina sebagai 
jarimah mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Yang dikutip oleh M. Nurul Irfan, 
Gratifikasi & Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 59. 
28
 Ibid. 
29
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 297. 
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Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status 
gairu muh}s}a>n adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. An-Nūr (24) : 2. 
                         
                          
Artinya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman. (2)
30
 
 
Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman 
h}ad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas 
kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada 
larangan membatalkan hukuman h}ad atau berlemah lembut dalam 
menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama 
Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya 
dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang 
yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan 
mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina 
dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan 
hukuman tersebut.
31
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 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 350. 
31
 Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana”, Hunafa: Jurnal Studia Islamik, (Kediri) Vol. 12 Nomor 2, 2015, hlm. 382. 
  
 
 
13 
Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. 
Menurut Imam Malik yang di dera adalah punggung dan seputarnya 
serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi‟i yang didera 
seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus 
dihindarkan serta penanggalan baju. 
Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, 
muka dan kepala serta penaggalan baju. Selain didera seratus kali, 
pelaku zina gairu muh}s}a>n juga diasingkan selama setahun, hal ini 
bersandar pada keterangan Ibnu al-Munẓir yang mengatakan: “Dalam 
kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, Rasulullah 
saw bersumpah bahwa beliau akan memutusinya berdasarkan Kitabullah. 
Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus 
dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. 
Itulah penjabaran dari firman Allah dan itulah yang dipidatokan oleh 
Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau 
dipraktekkan oleh para Khulafā„ al-Rāsyidīn dan mengamininya. Hal 
tersebut menjadi dasar ijma‟ (konsensus). Sementara muh}s}a>n adalah 
suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka 
dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis 
kelaminnya.
32
 
Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muh}s}a>n adalah rajam. 
Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Karena 
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 Ibid. 
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hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam Alquran, maka kaum 
khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina 
muh}s}a>n maupun gairu muh}s}a>n adalah sama yaitu didera.33 
Pasal hukum rajam dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas 
pernyataan Umar ibn Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad 
SAW memerintahkan perajaman bagi muh}s}a>n. Pernyataan Umar 
tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi:  
 ,ِطاَّثَع ِهِت ًِ َّهنا ِذِثَع ِهَع َشَمُع َّنَأ–  ًُ ِىَع ًُ َّهنا َيِضَس ِباَّطَخْنا َهِتا : ِهِعَي–  َةَطَخ
َق:َلاَقَف ,َباَتِكْنا ًِ ِيَهَع َلَضِوَاَو ِّقَحْناِت َمَّهَعَو ًِ ِيَهَع ًُ َّهنا ًَّهَص اّذَّمَحُم َثَعَت ًَ َّهنا َّنِإ َلا
 ًُ َّهنا ًَّهَص  ًِ َّهنا ُلِىُعَس َمَجَسَو ,اٌَ اَىِيَعَوَو اٌَ اَوْأَشَقَف,ِمِجَّشنا ُحَيآ ,ًِ ِيَهَع َلِضِوُأ اَمِيِف َناَكَف
َمَّهَعَو ًِ ِيَهَع :ٌمِئاَق َلىُقَي ْنَا ,ُناَمَّضنا ِطاَّىناِت َلاَط ْنِا ُتِيِشَخ يِّوِإَو,ِيَذِعَت ِهِم اَىِمَجَسَو ,
ٌّقَحُمِجَّشناَف ,ًَناَعَت ًُ َّهنا اَهَنَضِوَا ٍحَضِيِشَف ِكِشَتِت اىُّهِضَيَف ! ًِ َّهنا ِباَتِك يِف ِمِجَّشنا َحَيآ ُذِجَو اَم 
ِّشنا ِهِم ًَوَص ِهَم ًَهَع ,ٌمِمَح َناَكِوَأ ,ُحَىِّيَثْنا ِتَم اَق اَرِإ ,اّىَصِحُم َناَك اَرِإ ,ِءاَغِّىناَو ِلاَج
 !َّمَجَو َّضَع ًِ َّهنا ِباَتِك يِف ُشَمُع َداَص :ُطاَّىنا َلِىُقَي ْنَا اَنِىَن ًِ َّهنا ُمِياَو ,ْفاَشِتِعا ِوَأ
.اَهُتِثَتَكَن 
Artinya: 
Dari Abdullah Ibnu „Abbas, bahwa Umar bin al-Khatab r.a. telah 
berpidato seraya berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengutus 
Muhammad saw. dengan kebenaran dan menurunkan kepadanya 
Alquran yang di dalamnya diturunkan ayat tentang rajam. Lalu kami 
baca dan menelitinya, dan Rasulullah menerapkan hukum rajam dan 
kamipun memberlakukannya setelah beliau. Aku khawatir ketika zaman 
terus berlalu, ada seorang berkata, „kami sama sekali tidak mendapati 
ayat tentang rajam di dalam al quran‟, maka kemudian orang-orang 
pun akan menjadi sesat dengan meninggalkan sebuah kewajiban yang 
telah disyariatkan Allah. Maka hukum rajam adalah sebuah kebenaran 
untuk diterapkan kepada pelaku zina dari laki-laki dan perempuan, 
orang yang sudah menikah (muhsan), orang yang sudah memiliki 
ikatan perjanjian, orang yang hamil, atau orang yang telah mengaku 
dirinya telah berzina. Demi Alllah, jika bukan karena ada seseorang 
yang akan mengatakan bahwa „Umar telah menambah sesuatu di 
                                                             
33
 Ibid., hlm. 383. 
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dalam kitab Allah SWT!‟ niscaya aku akan menuliskan (membukukan al 
quran).
34
 
 
 Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina muh}s}a>n , 
adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari 
Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui 
perkawinan. 
Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang 
merah sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaludin Rahmad, hukum 
rajam mempunyai fungsi sebagai penjara yang dalam konteks 
masyarakat modern dapat diganti dengan hukuman lain.
35
 
Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah 
diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan zina gairu 
muh}s}a>n dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat 
keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum 
menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan 
keingintahuannya secara syar‟i. Karena memang secara fitrah terdapat 
kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Islam 
menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Jadi hubungan apapun 
antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina.
36
 
 
                                                             
34
 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka 
Azzam), 2006, hlm. 101. 
35
 Makhrus Munajat, “Hukum Pidana Islam Di Indonesia”, (Yogyakarta: Teras, 2009), 
hlm.140. 
36
 Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam…, hlm. 384. 
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2. Asusila 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan 
kesusilaan, yaitu Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Dalam hal 
ini akan di kemukakan Pasal 281 KUHP, yaitu diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak 
Rp. 4.500,00. 
Ke-1: “Barang siapa yang sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;” 
Ke-2: “Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di 
situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”37 
Sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 3 yaitu “tiap 
jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP 
kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat l dan ayat 2, 
dilipatgandakan menjadi 1 .000 (seribu) kali. 
Dalam Rumusan Pasal 281 KUHP di atas, ada dua bentuk 
kejahatan melanggar kesusilaan umum, yang pertama dirumuskan pada 
butir satu, dan kejahatan yang kedua dirumuskan pada butir dua.
38
 
Kejahatan yang pertama terdiri dari unsur-unsur, berikut. 
a. Unsur Objektif, terdiri dari: 
1) Perbuatan: Melanggar Kesusilaan; 
2) Secara Terbuka 
                                                             
37
 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 
115. 
38
 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005), hlm.11. 
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b. Unsur Subjektif 
1) Sengaja (opzettelijk) 
Ada tiga unsur  yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama 
menurut pasal 281 KUHP, yang merupakan syarat esensial 
terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur  subjektif berupa kesalahan 
dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau 
perbuatan materiil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat 
dilakukannya perbuatan materiil, yakni di muka umum.
39
 
Istilah melanggar dalam kesusilaan tidak ada hubungannya 
dengan kata pelanggaran asal kata dari overtreadingen (jenis-jenis 
tindak pidana dalam buku III KUHP), tetapi diartikan melakukan 
suatu perbuatan yang dilarang. Melanggar kesusilaan artinya 
melakukan suatu perbuatan, yang menyerang rasa kesusilaan 
masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang 
kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak 
konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang 
dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang 
isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud 
konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, 
dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu 
terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, 
                                                             
39
 Ibid., hlm.12. 
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memegang alat kelamin, atau alat kelamin orang lain, memegang 
buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau 
vaginanya dan sebagainya yang dilakukan di muka umum.
40
 
Dimuka umum artinya di muka orang banyak. Biasanya orang 
banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat 
umum, misalnya dijalan umum, di alun-alun, di kantor, di gedung 
bioskop, dan sebagainya.
41
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai 
literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 
dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri diantara 
skripsi yang membahas mengenai tindak pidana perzinahan diantaranya:  
Pertama, Skripsi Udi Prio Raharjo (2015), yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Zina Ghairu Muhsan di Kelurahan 
Tambakaji Ngaliyan Semarang”. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, 
Fakultas Syariah dan Hukum.
42
 Hasil penelitian ini membahas tentang sanksi 
yang dijatuhkan kepada pezina ghairu muhsan di Kelurahan Tambakaji 
Ngaliyang Semarang. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti 
yaitu mengkaji Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP  
tentang kesusilaan dalam pandangan hukum pidana Islam. 
                                                             
40
 Adami Chazawi, “Tindak Pidana…, hlm. 16. 
41
 Ibid., hlm. 18. 
42
 Udi Prio Raharjo, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Zina Ghairu 
Muhsan Di Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Semarang”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan 
Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2015. 
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Kedua, Skripsi Muhammad Nurpriadi (2016) yang berjudul “Sanksi 
Bagi Pelaku Perzinahan yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam dan 
Hukum Adat”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini studi kasus 
perzinahan yang telah menikah dengan membandingkan antara hukum Islam 
dan hukum adat jambi. Sedangkan Penelitian yang di lakukan oleh peneliti 
yaitu mengkaji Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP 
tentang kesusilaan dalam pandangan hukum pidana Islam.
43
 
Ketiga, Skripsi Puspita Sari (2015) yang berjudul “Ketentuan Zina 
dalam KUHP Prespektif  Hukum Islam” Mahasiswi Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa Aceh. Hasil penelitian ini membahas 
tentang ketentuan hukum zina dalam KUHP dan ketentuan hukum zina dalam 
hukum Islam. Sedangkan Penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu 
mengkaji Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP tentang 
kesusilaan dalam pandangan hukum pidana Islam.
44
 
Keempat, Skripsi Dian Petrosina Angwarmase  (2015) yang berjudul 
“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Dunia Maya Oleh Polda 
DIY” Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil 
penelitian ini membahas tentang bagaimana Polda DIY menangggulangi 
tindak pidana asusila. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti 
                                                             
43
 Muhammad Nurpriadi, “Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah 
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. 
44
 Puspita Sari, “Ketentuan Zina dalam KUHP Prespektif  Hukum Islam”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa, Aceh, 2015. 
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yaitu mengkaji Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP 
tentang kesusilaan dalam pandangan hukum pidana Islam.
45
 
Kelima, Skripsi Dede Saepuloh yang berjudul “Tinjauan Fikih dalam 
Hukum Positif  Terhadap Zina Sebagai Alasan Menikah” Mahasiswa 
Fakultas Syariah dan  Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Hasil penelitian ini membahas tentang zina sebagai alasan menikah, 
status anak hasil perzinahan dan status perkawinan wanita hamil. Sedangkan 
penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu mengkaji Pasal 284 KUHP 
tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP  tentang kesusilaan dalam 
pandangan hukum pidana Islam.
46
 
Semua tulisan diatas memang terkait dengan tindak pidana 
perzinahan, tetapi tidak ada yang mengkaji secara spesifik Pasal 284 tentang 
perzinahan dan Pasal 281 tentang Kesusilaan dalam pandangan hukum pidana 
Islam. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research),
47
 dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa 
                                                             
45
 Dian Petrosina Angwarmase, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di 
Dunia Maya Oleh Polda DIY”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum, Universitas Atma 
Jaya, Yogyakarta, 2015. 
46
 Dede Saepuloh, “Tinjauan Fikih Dalam Hukum Positif Terhadap Zina Sebagai Alasan 
Menikah”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. 
47
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 
hlm. 50. 
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buku-buku, hasil penelitian, jurnal, internet, perundang-undangan dan 
literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di kaji. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder yang terdiri atas:  
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok 
dan mengikat yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang 
akan diteliti, meliputi Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 
281 KUHP tentang kesusilaan, Q.S Al-Isra‟ ayat 32, Q.S An-Nūr 
ayat 2, dan hadis. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang masih berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti, meliputi buku, jurnal, artikel, 
skripsi, majalah dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang 
dibahas.
48
 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia.
49
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. 
Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literatur 
yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-
buku dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum 
dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi 
yang ada untuk kemudian diolah dan dianalisa.
50
 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahapan penting dalam mengelola dan 
membunyikan data. Analisa data (kualitatif) yang digunakan merupakan 
proses mengorganisasi data menurut tema-tema yang muncul yang sesuai 
dengan tujuan penelitian (kategorisasi) dan kemudian 
menginterprestasikannya.
51
 Langkah yang pertama, menguraikan 
mengenai perzinahan dalam tinjauan hukum pidana Islam. Yang kedua, 
menguraikan mengenai Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 
281 KUHP tentang kesusilaan. Yang ke tiga, perspektif hukum pidana 
Islam terhadap Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 
KUHP tentang kesusilaan. 
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 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 
Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm. 
144-145. 
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 Sri Hapsari Wijaya, dkk, Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 222. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan 
secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : 
BAB I merupakan pendahuluan dari skripsi ini, meliputi latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi serta 
sistematika penulisan. 
BAB II diuraikan tentang tinjauan umum zina menurut hukum pidana 
Islam yang  meliputi pengertian zina, unsur-unsur zina, dasar hukum zina, 
macam-macam zina, pembuktian, dan hukuman. 
BAB III menjelaskan tentang Pasal 284 KUHP tentang perzinahan 
dan Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan meliputi kriteria pelaku, unsur-
unsur, hukuman. 
BAB IV merupakan ketentuan hukum Islam terhadap Pasal 284 
KUHP tentang perzinahan dan Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan. 
BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-
saran. 
24 
BAB II 
TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pengertian Zina 
Zina secara harfiah berarti fa>h}isyah, yaitu perbuatan keji.1 Zina dalam 
pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan 
perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan 
sadar serta tanpa adanya unsur s}ubhat.2 
Para fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat mengartikan zina, yaitu 
melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke 
dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena s}ubhat, dan atas 
dasar syahwat.
3
 Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda 
redaksinya, namun dalam subtansinya hampir sama. Beberapa pendapat 
tersebut di antaranya:
4
 
1. Pendapat Malikiyah  
Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf 
terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati 
dengan kesengajaan. 
 
 
                                                             
1
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37. 
2
 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah, (Yogyakarta: Nawesea, 2010), hlm. 109. 
3
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam…, hlm. 37. 
4
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6. 
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2. Pendapat Hanafiyah  
Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubu>l 
(kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar 
(tanpa paksaan) dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang 
kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan 
tidak ada s}ubhat dalam miliknya. 
3. Pendapat Syafi‟iyah  
Zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang diharamkan 
karena zatnya tanpa ada s}ubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan 
syahwat. 
4. Pendapat Hanabilah 
Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik 
terhadap qubu>l (farji) maupun dubur. 
Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara 
esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya 
perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:
5
 
a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis. 
b. Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang 
sah. 
Abdul Qadir Audah
6
 menyimpulkan pengertian zina yang di 
kemukakan oleh ulama dari berbagai mazhab sebagai berikut, hubungan 
badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. 
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 Ibid., hlm. 8. 
26 
      
Mengenai kekejian jari>mah zina ini, Muhammad Al-Khatib Asy-
Syarbini
7
 mengatakan, zina termasuk dosa besar yang paling keji. Tidak ada 
satupun agama yang menghalalkan. Oleh karena itu, sanksi hukuman juga 
sangat keras sebab zina sebagai jari>mah mengancam kehormatan dan 
hubungan nasab.
8
 
B. Unsur-unsur Zina 
Para ulama sepakat bahwa terdapat dua unsur jari>mah zina, yaitu:9 
1. Persetubuhan yang diharamkan 
Persetubuhan yang dianggap sebagai zina atau persetubuhan yang 
haram adalah persetubuhan pada farji wanita bukan istrinya atau 
hambanya dan masuknya zakar tersebut seperti masuknya ember ke 
dalam sumur dan tetap dianggap zina.
10
 Ukurannya adalah apabila kepala 
kemaluan (h}asyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, hal 
tersebut juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara 
zakar dan kemaluan perempuan, selama penghalangnya tipis yang tidak 
menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, 
kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan 
                                                                                                                                                              
6
 Hubungan badan yang diharamkan dan di sengaja oleh pelakunya. Yang dikutip 
Oleh M. Nurul Irfan, Gratifikasi & Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 59. 
7
 Zina termasuk dosa besar yang paling keji. Tidak ada satupun agama yang 
menghalalkan. Oleh karena itu, sanksi hukuman juga sangat keras sebab zina sebagai 
jarimah mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Yang dikutip oleh M. Nurul Irfan, 
Gratifikasi & Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 59. 
8
 Ibid. 
9
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 8. 
10
 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: 
PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 36. 
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yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila 
persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan 
perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, 
walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini 
karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena 
adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti 
menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa 
ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap 
sebagai zina.
11
 
Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan 
tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman h}ad, 
melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam 
dengan hukuman ta’zi>r, walaupun perbuatannya itu merupakan 
pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadah (memasukkan 
penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau 
sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang 
lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta’zi>r. 
Contohnya seperti ciuman berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita 
asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. 
Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 8. 
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terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman 
ta’zir.12 
Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam 
firman Allah Surah Al-Isra‟ (17) : 32 yang berbunyi: 
                  
Artinya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. (32)
13
 
 
Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang 
yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau liwat}, ia 
haram disetubuhi pada selain farji karena dianggap maksiat. Allah Swt. 
berfirman,
14
 QS. Al-Mu‟minun (23) : 5-7. 
                        
                    
Artinya: 
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya 
mereka dalam hal ini tiada terceIa.Barangsiapa mencari yang di balik 
itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (5-7)
15
  
 
2. Adanya Niat atau Kesengajaan Melawan Hukum 
Unsur yang kedua dari jari>mah zina adalah niat dari pelaku yang 
melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu 
                                                             
12
 Ibid., hlm. 9. 
13
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 297. 
14
 A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 36. 
15
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya ..., hlm. 342. 
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perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah 
wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang 
melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatan yang 
dilakukanya haram maka ia tidak dikenai hukuman h}ad. Unsur melawan 
hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang 
diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu 
harus ada pada saat dilakukanya perbuatan yang dilarang itu. Apabila 
saat dilakukanya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak 
ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai 
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukanya.
16
 
C. Dasar Hukum Zina 
Dasar hukum h}udu>d zina di dalam Al Qur‟an di antaranya:17 
1. QS. An-Nur (24) : 2 
                           
                        
Artinya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman. (2)
18
 
 
 
 
 
                                                             
16
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 25. 
17
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam…, hlm. 37. 
18
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya..., hlm. 350.  
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2. QS. An-Nisa (4) : 15 
                     
                     
Artinya: 
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, 
Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai 
mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain 
kepadanya. (15)
19
 
 
3. QS. Al-Isra‟ (17) : 32 
                  
Artinya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (32)
20
 
 
Dasar hukum sanksi zina di dalam hadis:
21
 
ُذِثَع ِطاَّثَع ِهِت ًِ َّهنا ُقَيِىُل َمَق ُشَمُع ِهِت ِباَّطَخْنا َىٌُ َو ِشَثِىِم ًَهَع ْظِناَج ِلِىُعَس  ًَّهَص  ًِ َّهنا
 َمَّهَعَو ًِ ِيَهَع ًُ َّهناًَ َّهنا َّنِإ ِذَق ِّقَحْناِت َمَّهَعَو ًِ ِيَهَع ًُ َّهنا ًَّهَص اّذَّمَحُم َثَعَت  َباَتِكْنا ًِ ِيَهَع َلَضِوَاَو
 َناَكَفِمَّمِمِجَّشنا ُحَيآ ًِ ِيَهَع َلِضِوُأ ا اٌَ اَىِيَعَوَو اٌَ اَوْأَشَق َف اٌَ اَىْهَقَعَوَص  ًِ َّهنا ُلِىُعَس َمَجَش ًُ َّهنا ًَّه
َمَّهَعَو ًِ ِيَهَع ِمَجَسَو اَىُيَذِعَت  ًَشِخَاَفَص ِطاَّىناِت َلاَط ْنِاٌناَم ٌمِئاَق َلىُقَي ْنَا َجَو اَمَذ َمِجَّشنا  يِف
ِضَيَف ًِ َّهنا ِباَتِكُهًُ َّهنا اَهَنَضِوَا ٍحَضِيِشَف ِكِشَتِت اى َو َّنِاَمِجَّشنا  يِفًِ َّهنا ِباَتِك  ِهِم ًَهَع َّقَح  ًَوِص
 َهِم َهَصِحَأ اَرِاَىِّيَثْنا ِتَماَق اَرِا ِءاَغِّوَو ِلاَجِّشناُفاَشِتِعِاْنا ِوَا ُمِثَحْنا َناَك ِوَأ ُح.  
Artinya: 
Dari Abdullah Ibnu Abbas, bahwa Umar bin al-Khatab duduk di mimbar 
Rasulullah SAW seraya berpidato, “Sesungguhnya Allah telah mengutus 
Muhammad saw. membawa kebenaran dan Allah menurunkan Alquran 
kepadanya. Di antara ayat yang di diturunkan ada ayat rajam. Kami 
membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya. selanjutnya 
Rasulullah melaksanakan hukuman rajam setelah zaman beliau berlalu. 
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Kata umar, aku takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang 
yang berkata, „Kami tidak menemukan rajam di Kitabullah‟, oleh sebab 
itu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah, padahal 
sesungguhnya hukuman rajam itu adalah benar di dalam Kitabullah 
yang diberlakukan kepada orang yang berzina apabila ia telah beristri 
atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan serta apabila telah 
kuat bukti, terjadi kehamilan, atau atas dasar pengakuan.”(HR. 
Muslim)22 
 
Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn ash-
Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda: 
ُزُخ : َمَّهَعَو ًِ ِنآ َو ًِ ِيَهَع للها ًَّهَص للها ُلِىُعَس َمَق : َمَق ِتِم اَّصنا ِهِت َج َد اَثُع ِهَع  ًِّىَعاِو
 ٍحَئ اِم ُذْهَج ِشْكِثْن ات ُشْكِثْنَا .اًهِيِثَع َّهُهَن ُللها َمَعَج ِذَق ًِّىَعاِو ُزُخ اِت ُةِّيَّثناَو ٍحَىَع ًُ ْفَوَو
)ي زم شتناو دوادىتأو مهغم ياوس( ُمِج َّشن اَو ٍحَئ اِم ُذْهَج ِةِّيَّثن 
Artinya: 
Dari Ubadah ibnu Ash Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah 
bersabda: Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah 
telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan 
gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. 
Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. 
(Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).
23
 
 
D. Macam-macam Hukuman Zina 
Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan 
pelakunya apakah ia belum menikah (gairu muhs}a>n) atau sudah menikah 
(muhs}a>n). 
1. Hukuman untuk Zina Gairu Muhs}a>n 
Zina gairu muhs}a>n adalah zina yang pelakunya masih berstatus 
perjaka atau gadis.
24
 Artinya, keduanya belum pernah menikah secara sah 
dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan 
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 Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 62. 
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 Ibid. 
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 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 51. 
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perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka.
25
 Hukuman untuk zina 
gairu muhs}a>n ini ada dua macam, yaitu:26 
a. Dera seratus kali; 
b. Pengasingan selama satu tahun. 
Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang 
diriwayatkan oleh Abdullah ibn ash-Shamit bahwa Rasulullah saw 
bersabda: 
ُزُخ : َمَّهَعَو ًِ ِنآ َو ًِ ِيَهَع للها ًَّهَص للها ُلِىُعَس َمَق : َمَق ِتِم اَّصنا ِهِت َج َد اَثُع ِهَع  ًِّىَعاِو
 اِت ُةِّيَّثناَو ٍحَىَع ًُ ْفَوَو ٍحَئ اِم ُذْهَج ِشْكِثْن ات ُشْكِثْنَا .اًهِيِثَع َّهُهَن ُللها َمَعَج ِذَق ًِّىَعاِو ُزُخ
)ي زم شتناو دوادىتأو مهغم ياوس( ُمِج َّشن اَو ٍحَئ اِم ُذْهَج ِةِّيَّثن 
Artinya: 
Dari Ubadah ibnu Ash Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah 
bersabda: Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah 
telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan 
gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. 
Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. 
(Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).
27
 
 
a. Hukuman Dera 
Apabila jejaka dan perawan melakukan perbuatan zina, 
mereka dikenai hukuman dera seratus kali.
28
 Hal ini didasarkan 
kepada firman Allah SWT surat An-Nur (24) : 2. 
                         
                          
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Artinya:  
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah 
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orang-orang yang beriman. (2)
29
 
 
Dan juga berdasarkan al-Hadits Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan oleh jama‟ah kecuali Bukhari dan Nasa‟i dari Ubadah 
ibn Al-Shamit yaitu: 
  َمَّهَعَو ًِ ِنآ َو ًِ ِيَهَع للها ًَّهَص للها ُلِىُعَس َمَق : َمَق ِتِم اَّصنا ِهِت َج َد اَثُع ِهَع
ُزُخ :  .اًهِيِثَع َّهُهَن ُللها َمَعَج ِذَق ًِّىَعاِو ُزُخ ًِّىَعاِو ًُ ْفَوَو ٍحَئ اِم ُذْهَج ِشْكِثْن ات ُشْكِثْنَا
)ي زم شتناو دوادىتأو مهغم ياوس( ُمِج َّشن اَو ٍحَئ اِم ُذْهَج ِةِّيَّثن اِت ُةِّيَّثناَو ٍحَىَع 
 
Artinya: 
Dari Ubadah ibnu Ash Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah 
bersabda: Ambilah dari diriku,  ambilah dari diriku, sesungguhnya 
Allah telah memberikanjalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka 
dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama 
satu tahun. Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus 
kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan 
Tirmidzi).
30
 
 
Hukuman dera adalah hukuman h}ad, yaitu hukuman yang 
sudah ditentukan oleh syara‟. Oleh karena itu hakim tidak boleh 
mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau 
menggantinya dengan hukum lain. Di samping telah ditentukan oleh 
syara‟, hukuman dera juga merupakan hak Allah SWT atau hak 
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kemasyarakatan, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak 
memberi pengampunan.
31
 
Dalam hal hukuman bagi pelaku zina yang sudah nikah seratus 
kali jilid terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam mazhab. 
Menurut golongan Khawarij, bahwa hukuman bagi pelaku zina yang 
sudah nikah adalah dera/jilid 100 kali, sedangkan hukuman rajam 
tidak disyari‟atkan oleh Allah swt salah satu riwayat mengatakan 
bahwa hukumannya adalah jilid dan rajam. Tetapi fuqaha sepakat 
bahwa bagi budak yang sudah kawin adalah jilid, seperti bagi budak 
yang statusnya gadis dan hukuman rajam tidak dikenakan kepada 
budak atau hamba tersebut.
32
 Golongan Hanafiyah berpendapat 
bahwa pelaku zina yang belum kawin hanya di jilid 100 kali dan tidak 
ada hukuman pengasingan. Sedangkan golongan Hanafiyah hukuman 
pengasingan selama satu tahun tidak mutlak seperti hukuman dera. 
Pengasingan bisa dijatuhkan manakala dipandang perlu tetapi jangka 
waktunya ditetapkan menurut kebijakan hakim sendiri.
33
 
b. Hukuman Pengasingan 
Hukuman yang kedua untuk zina gairu muhs}a>n adalah 
hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan 
kepada hadis Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah 
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hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman 
dera, para ulama berbeda pendapat. 
Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman 
pengasingan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi mereka 
membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus 
kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan 
demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan 
merupakan hukuman h}ad, melainkan hukuman ta’zi>r.34 
Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi‟i, dan 
Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan 
bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian 
menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman h}ad, 
dan bukan hukum ta’zi>r.35  
Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina para 
ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman 
pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita 
tidak diberlakukan, sebabnya adalah karena wanita itu perlu kepada 
penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila wanita diasingkan, 
ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. 
Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, 
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karena Rasulullah saw melarang seorang wanita untuk bepergian 
tanpa disertai muhrimnya.
36
 
Sebaliknya apabila wanita diasingkan bersama-sama dengan 
seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak 
melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya 
tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhsiskan hadis 
tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya 
untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.
37
 
Menurut Mazhab Syafi‟I, Hambali, dan Dzahiriyah, hukuman 
pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina gairu 
muhs}a>n, baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan 
berpedoman kepada keumuman hadis.
38
 
2. Hukuman untuk Zina Muhs}a>n 
Zina muhs}a>n adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, 
istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhs}a>n ini dilakukan oleh orang yang 
masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah.
39
 
Hukuman untuk pelaku zina muhs}a>n ini ada dua macam yaitu:40 
a. Dera seratus kali 
Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada firman Allah 
SWT surat An-Nur (24) : 2 dan hadits Nabi Muhammad SAW yang 
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diriwayatkan oleh jama‟ah kecuali Bukhari dan Nasa‟i, dari Ubadah 
ibn Shamit tersebut di atas.
41
 
b. Rajam 
Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari 
dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman 
yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha.
42
 
Dasar hukum untuk hukuman rajam yaitu hadits Nabi 
Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jama‟ah kecuali Bukhari 
dan Nasa‟i, dari Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. 
Menurut Imam Al-Hasan, Ishak, ibn Mundzir, golongan 
Zhahiriyyah, Syi‟ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, 
hukuman dera atau jilid seratus kali tetap dilakukan terhadap zina 
muhs}a>n disamping hukuman rajam.43 
Alasannya adalah bahwa Al-Qur‟an menjadikan hukuman jilid 
sebagai hukuman yang asasi untuk jari>mah zina, sebagaimana 
disebutkan dalam firman Allah surat an-Nur ayat 2. Kemudian datang 
al-Hadits yang menjelaskan hukum rajam bagi yang sudah 
berkeluarga. Dengan demikian maka pelaksanaannya wajib 
digabungkan antara hukuman tersebut.
44
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Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi‟I, Abu Hanifah dan 
satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk pelaku zina muhs}a>n 
cukup dengan rajam saja dan tidak digabungkan dengan jilid atau dera. 
Alasannya ialah bahwa menurut mereka ditinjau dari segi makna (arti 
dan tujuan hukum), menurut kaidah yang umum, hukum yang lebih 
ringan tercakup oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman 
adalah untuk pencegahan.
45
 Apabila hukuman dera digabungkan 
dengan hukuman rajam maka hukuman tersebut tidak ada arti dan 
pengaruhnya terhadap pencegahan. 
E. Pembuktian untuk Jari>mah Zina 
Pelaku jari>mah zina dapat dikenai hukuman h{ad apabila perbuatannya 
telah dapat dibuktikan. Alat bukti jari>mah zina ada tiga macam, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Saksi 
Para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali 
empat orang saksi. Ini merupakan ijma‟ para ulama.46 Apabila saksi itu 
kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini 
apabila pembuktian itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada 
bukti-bukti yang lain.
47
 Berdasarkan firman Allah swt QS. An-Nisa (4) :  
15. 
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                     
                     
Artinya: 
Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, 
Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai 
mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain 
kepadanya. (15)
48
 
 
QS. An-Nur (24) : 4 
                          
                    
Artinya: 
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah 
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah 
orang-orang yang fasik. (4)
49
 
 
QS. An-Nur (24) : 13 
                          
       
Artinya: 
Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang 
saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan 
saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang 
dusta. (13)
50
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Syarat-syarat saksi 
 Syarat-syarat umum bagi seorang saksi dalam hal apapun adalah:
51
 
a. Balig (Dewasa) 
Saksi harus orang yang sudah balig jika tidak kesaksiannya 
tidak diterima meski mampu menjaga dan melakukan kesaksian serta 
bersikap adil. 
b. Berakal 
Saksi disyaratkan harus berakal, orang berakal adalah orang 
yang mampu mengenali kewajiban melalui akal dan mampu 
menafsirkan mana yang darurat dan lainnya, serta mana yang 
membahayakan dan yang dilarang.
52
 
c. Kuat Ingatan 
Saksi disyaratkan mampu mengingat kesaksian, mampu 
memahami apa yang dilihat dan apa yang dikatakan bisa dipercaya, 
jika ingatannya seseorang sangat lemah, maka kesaksiannya tidak 
bisa diterima. 
d. Dapat Berbicara  
Saksi harus mampu berbicara, diterima atau tidaknya 
kesaksian seorang bisa masih diperselisihkan. 
e. Dapat Melihat 
Saksi diharuskan melihat hal atau persitiwa yang dilihatnya, 
orang buta kesaksiannya masih diperselisihkan diterima atau 
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tidaknya, mereka bahkan tidak menerima kesaksian orang yang bisa 
melihat lalu menjadi buta. 
f. Adil 
Tidak ada perbedaan pendapat mengenai syarat adil dalam 
semua kesaksian karenanya saksi harus orang yang adil, Allah SWT 
berfirman QS. At-Tala>q (65) : 2. 
...       ...     
Artinya: 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara 
kamu. (2)
53
 
 
QS. Al-Hujurat (49) : 6 
                        
              
Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu 
tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu. (6)
54
  
 
g. Islam 
Saksi disyaratkan orang Islam karenanya, kesaksian 
nonmuslim tidak diterima, baik kesaksian atas muslim maupun 
nonmuslim, hal ini disepakati semua fuqaha.  
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h. Tidak ada penghalang persaksian 
Syara‟ mensyaratkan saksi tidak memiliki hambatan yang 
menghalangi diterimanya kesaksian, adapun beberapa hambatan yang 
menghalangi diterimanya kesaksian adalah keluarga, permusuhan, 
tuduhan. 
Syarat-syarat khusus kesaksian zina harus memenuhi syarat 
umum yang sudah disebutkan sebelumnya dan beberapa syarat 
khusus sebagai berikut: 
1) Laki-laki, 
2) Saksi ahli, 
3) Hukuman h}udu>d belum kadaluwarsa, 
4) Persaksian harus dalam satu majelis, 
5) Jumlah saksi harus empat orang, 
6) Hakim harus menerima pesaksian para saksi. 
2. Pengakuan  
Imam Malik dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa satu kali 
pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini 
dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Ṡaur, al-Ṭabarī. Sedangkan 
Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan 
Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila 
43 
      
adanya pengakuan empat kali yang dikemukan satu persatu di tempat 
yang berbeda-beda.
55
  
3. Qari>nah 
Qari>nah (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah 
mewajibkan untuk dikenai hukuman h}ad jika perempuan tersebut tidak 
mempunyai suami ataupun pemilik.
56
 
F. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Jari>mah Zina  
1. Cara Pelaksanaan Hukuman Rajam 
Apabila orang yang akan dirajam itu laki laki, hukuman 
dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa 
dipegang atau diikat. Hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah saw.  
Ketika merajam Ma‟iz dan orang yahudi. Dari Abi Sa‟id ia berkata: 
Ketika Rasulullah saw. Memerintahkan kepada kami untuk merajam 
Ma‟iz ibn Malik, maka kami membawanya ke Baqi‟. Demi Allah kami 
tidak memasukkan ke dalam lubang dan tidak pula mengikatnya, 
melainkan ia tetap berdiri. Maka kami melemparinya dengan tulang.
57
 
 
Apabila melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan, 
maka ia tidak perlu dikejar dan hukumannya dihentikan. Dan jika 
pembuktiannya dengan kesaksian maka ia harus dikejar, dan hukuman 
rajam diteruskan sampai mati. Apabila orang yang akan dirajam itu 
wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i maka ia boleh 
dipendam sampai dada, karena cara yang demikian itu lebih menutupi 
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auratnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan pendapat rajih 
dalam mazhab Hanbali wanita juga tidak dipendam sama halnya dengan 
laki-laki.
58
  
Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari 
dengan batu atau benda benda lain. Menurut imam Abu Hanifah lemparan 
pertama dilakukan oleh para saksi apabila pembuktiannya dengan 
persaksian. Kemudian diikuti oleh imam atau pejabat yang ditunjukdan 
kemudian diteruskan oleh masyarakat.
59
  
Hukuman ini bebas dilakukan kapanpun baik siang atau malam 
baik panas atau dingin namun bagi wanita hamil ditunda hingga 
melahirkan. Hal ini karena apabila hukuman tetap dilaksanakan, berarti 
menghukum juga bayi yang masih dalam kandungannya.
60
 
2. Cara Pelaksanaan Hukuman Dera dan Pengasingan  
Hukuman dera atau jilid dilaksanakan dengan menggunakan 
cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 kali cambukan, 
disyaratkan cambuk yang digunakan harus kering, tidak boleh basah, 
karena bisa menimbulkan luka, disyaratkan cambukan itu tidak boleh 
lebih dari satu, apabila ekor cambuknya lebih dari satu, maka pukulan 
cambuknya dihitung sebanyak ekornya. Apabila yang dihukum laki laki 
maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Hukuman 
dera tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum. 
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Karena hukuman itu bersifat pencegahan. Oleh karena itu hukuman tidak 
boleh dilakukan pada saat cuaca panas dan cuaca dingin dan tidak boleh 
dilakukan pada orang yang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang 
hamil sampai ia melahirkan.
61
 
Sedangkan hukuman kedua yaitu pengasingan pelaksanaan 
hukuman pengasingan menurut Imam Syafi‟i dan Imam Hambali 
dikeluarkan dari keluarganya dengan tujuan bisa merasakan tidak diakui 
dalam keluarganya sendiri karena telah melakukan perbuatan yang 
dilaranag selama satu tahun. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam 
Malik diasingkan dengan artian dikeluarkan dari keluarga muslim ke-non 
muslim dengan tujuan bisa bertaubat, setelah bertaubat dapat kembali ke 
keluarga muslim dan dapat berkelakuan baik.
62
 
G. Bentuk-bentuk Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam 
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak 
pidananya.  
1. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nas}nya dalam al-
Qur‟an dan al-Hadis. Maka hukuman dibagi menjadi dua: 
a. Hukuman yang ada nas}nya, yaitu hukuman h}udu>d, qis}a>s}, diyat dan 
kafarah, misalnya hukuman bagi pezina, pencurian, perampokan, 
pemberontak, pembunuhan dan orang yang mendzihar istrinya. 
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b. Hukuman yang tidak ada nas}nya, hukuman ini disebut dengan 
hukuman ta'zi>r, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak 
melaksankan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas. 
2. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, 
hukuman dapat dibagi menjadi empat:  
a. Hukuman pokok (al-uqubat al-as}liyah), yaitu hukuman yang asal bagi 
satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman 
jilid seratus kali bagi pezina gairu muhs}an. 
b. Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah) yaitu hukuman yang 
menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak 
dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman 
diyat/denda bagi pembunuh yang sengaja yang dimaafkan qis}as}nya 
oleh keluarga korban atau hukunan ta'zi>r apabila karena suatu alasan 
hukum pokok yang berupa h}ad tidak dapat dilaksanakan. 
c. Hukuman tambahan (al-uqubat al-t}aba’iyah)¸ yaitu hukuman yang 
dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, 
seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari 
harta terbunuh. 
d. Hukuman pelangkap (al-uqubat al-takmiliyah), yaitu hukuman yang 
dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah 
dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong 
dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim 
47 
      
tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan 
keputusan hakim tersendiri.
63
 
3. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, 
maka ada dua macam yaitu: 
a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nas}, artinya tidak ada batas tertinggi dan 
terendah. Contoh hukuman dera bagi pezina 100 kali atau hukuman 
dera bagi penuduh zina 80 kali. 
b. Hukuman yang memiliki alternative untuk dipilih. 
4. Hukuman bagi segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, 
yaitu: 
a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid. 
b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran. 
c. Hukuman denda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.64 
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BAB III 
PASAL 281 KUHP TENTANG KESUSILAAN DAN PASAL 284 KUHP 
TENTANG PERZINAHAN 
 
A. Tindak Pidana Kesusilaan 
Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu 
Bab XIV Buku II yang merupakan jenis kejahatan dan Bab VI Buku III yang 
termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan 
kesusilaan (281-3030 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan:
1
  
1. yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan 
yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar 
kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283 KUHP);2  
2. zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan 
hubungan seksual (Pasal 284-296 KUHP);
3
  
3. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 
KUHP);
4
  
4. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan 
(Pasal 299 KUHP);
5
  
5. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300 KUHP);6  
                                                             
1
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 
2010), hlm. 249. 
2
 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 111-114. 
3
 Ibid., hlm. 114-119. 
4
 Ibid., hlm. 119. 
5
 Ibid. 
49 
      
6. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 
KUHP);
7
  
7. penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302 KUHP);8 
8. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHP).9 
Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan di dalam KUHP 
(Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan:
10
  
1. mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno 
(Pasal 532-535 KUHP);
11
 
2. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536- 539 
KUHP);
12
 
3. yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 
540, 541 dan 544 KUHP);
13
 
4. meramal nasib atau mimpi (Pasal 545 KUHP);14  
5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau 
memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 KUHP);
15
  
6. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547 KUHP).16 
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Ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-
kejahatan terhadap kesusilaan ini dengan sengaja telah dibentuk oleh 
pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan 
bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan 
terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap 
perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk 
perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Hal ini karena 
bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang seksual, 
baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi 
kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual 
mereka.
17
 
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro 
bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi 
khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. 
Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya 
perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang 
tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.
18
 Akan tetapi menurut 
Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada 
pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal 
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lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam 
pergaulan masyarakat.
19
 
Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesusilaan 
dimuat arti sebagai berikut :
20
  
a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 
b. Adat istiadat yang baik, sopan santun,kesopanan,keadaan;  
c. Pengetahuan tentang adat.   
Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah tindakan yang 
berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka 
dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan 
yang melanggar hukum, di mana perbuatan tersebut menyangkut etika yang 
ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.   
B. Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana Kesusilaan 
Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak 
kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur 
didalam Pasal 281 KUHP, yang rumusanya berbunyi sebagai berikut:
21
  
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:  
1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;  
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada 
disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
22
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Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai 
unsur-unsur sebagai berikut:
23
  
1. Unsur Subjektif : dengan sengaja   
2. Unsur Objektif :   
a. Barang siapa  
b. Merusak kesusilaan   
c. Di depan umum24    
Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama 
menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, 
yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu 
unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu unsur keadaan 
yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materiil, dan satu unsur 
keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materiil, yakni di 
muka umum. Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
25
  
1. Unsur Subjektif  (Unsur Kesengajaan (Opzettelijk))  
Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada 
permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar 
kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di 
dalam Memorie van Toelichting (MvT) Wvs Belanda, yang mengatakan 
bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur 
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kesengajaan (Opzettelijk), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu 
haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya. 
Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur 
yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang 
disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan 
tersebut.
26
 
Berdasarkan yang diterangkan di dalam MvT tersebut di atas maka 
dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan 
melanggar kesusilaan di muka umum itu yaitu sebagai berikut:
27
 
a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar 
kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk 
mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu 
memang dikehendakinya 
b. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai 
menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia 
mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum.   
 Sikap batin demikianlah merupakan unsur kesalahan subjektif dari 
kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281, yang 
wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Di samping itu jaksa penuntut 
umum harus membuktikan dua unsur lain bersifat objektif, agar dia dapat 
mengajukan pemidanaan terhadap terdakwa.
28
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Di dalam Wvs Belanda mengenai kejahatan melanggar kesusilaan 
menurut Pasal 281 KUHP Hindia Belanda tidak dicantumkannya unsur 
kesengajaan ini, jika ada orang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan 
di muka umum, sudahlah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada orang 
tersebut tanpa melihat bagaimana sikap batinnya dalam berbuat melanggar 
kesusilaan itu, kecuali jika ada dasar peniadaan pidana, misalnya orang 
cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya oleh sebab suatu 
penyakit sementara itu, disini menurut KUHP kita harus dibuktikan lebih 
dulu adanya kesengajaan yang demikian.
29
  
2. Unsur Objektif (Perbuatan Melanggar Kesusilaan (Shcennis der 
eebarheid))  
Melanggar Kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang 
menyerang rasa kesusilaan dimasyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah 
suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk 
undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada sekian 
banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat 
diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna.
30
 
Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komerntarnya Lengkap Pasal Demi 
Pasal”, bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu 
perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya 
bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota 
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kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya yang dilakukannya di 
muka umum.
31
 
Unsur di muka umum inilah yang menjadi penyebab semua 
perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang artinya melekat sifat 
tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Jika 
dilakukan di muka umum, sifat tercela perbuatan itu mungkin tetap ada. 
Akan tetapi, sifat itu terdapat pada unsur yang lain, dan menjadi kejahatan 
lain pula, dan menurut pasal ini bukan barupa pelanggaran kesusilaan, 
misalnya pada tindak pidana perkosaan sifat tercela itu berada pada unsur 
perempuan itu bukan istrinya.
32
  
Perbuatan melanggar kesusilaan ini, tidak disebut wujud 
kongkretnya, karena memang demikian sifat dari rumusan perbuatan yang 
bersifat abstrak, apakah disebut wujud perbuatan melanggar kesusilaan 
ataukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim. Penilaian 
hakim itu harus di dasarkan pada keadaan dan sifat masyarakat dan tempat 
perbuatan itu diwujudkan, bahkan pertimbangan hakim bisa pula 
didasarkan pada suatu masa tertentu.
33
  
Demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilan 
itu bersifat relatif, karena tergantung dari masyarakatnya, dan tempatnya 
mungkin pula masanya. Pendapat demikian benar juga, namum perlu 
diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di 
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muka umum mempunyai sifat relatif demikian. Ada wujud perbuatan 
tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan 
masyarakat mana pun berada dan untuk setiap masa, misalnya bersetubuh 
di tempat umum atau di  muka umum atau di muka orang banyak, 
perbuatan serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu 
birahinya.
34
  
3. Unsur Objektif (Unsur Secara Terbuka atau di Muka Umum 
(Openbaar))  
 Unsur di muka umum (openbaar) artinya di muka orang banyak. 
Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan 
tempat umum. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di 
tempat umum yang disana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat 
terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukanlah sekedar pada 
banyak orang saja. tetapi pada keleluasan atau kebebebasan atau secara 
bebas bagi orang banyak ditempat umum tersebut, tanpa ada halangan atau 
di tutup-tutupi oleh si pembuat atau mengetahui perbuatan melanggar 
kesusilaan yang dilakukannya, atau bagi tiap orang yang berada di tempat 
itu tidak di perlukannya upaya khusus untuk dapat melihat si pembuat 
melanggar kesusilaan tersebut.
35
  
Sebagai perluasan arti sifat terbuka di muka umum ini ialah tidak 
hanya di tempat banyak orang seperti tersebut di atas saja, tetapi juga 
terdapat pada suatu tempat di mana seseorang melakukan perbuatan 
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melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di 
tempat umum.
36
  
Pada pelanggaran kesusilaan sifat terbuka tidak selalu berlaku 
untuk semua tempat umum walaupun di sana berada banyak orang. Ada 
tempat-tempat yang dihadiri oleh banyak orang, di tempat khusu mana 
orang boleh melakukan perbuatan tertentu, yang jika dilakukan di tempat 
umum lainnya dapat merupakan suatu perbuatan yang melanggar 
kesusilaan.
37
  
Sifat terbuka di muka umum ini, harus  dihubungkan atau tidak 
dapat di pisahkan dengan unsur kesengajaan si pembuat. Hanya ada 
kesengajaan pada melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan bagi diri si 
pembuat, yang artinya dia memiliki keinsyafan bahwa perbuatannya 
sebagai menyerang rasa kesusilaan masyarakat saja, yang dapat 
dipersalahkan atas perbuatannya itu, dan ini tidak terdapat pada orang-
orang yang melakukannya di tempat yang menurut kebiasaan di tempat itu 
orang pada umumnya melakukannya.
38
 Misalnya pada konteks pakaian 
dan dadanan seorang Pekerja Seks Komersial yang berada di tengah-
tengah perkumpulan masyarakat.  
C. Tindak Pidana Perzinahan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud 
dengan zina adalah :  
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1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat 
oleh hubungan pernikahan (perkawinan);  
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan 
seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang 
terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.
39
   
 
Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal bahwa Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki 
atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang 
bukan istri atau suaminya.
40
   
D. Pasal 284 KUHP tentang Tindak Pidana Perzinahan 
Tindak pidana perzinaan atau overspel oleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:  
(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:  
1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak 
(overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku 
baginya, 
 b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, 
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 
2.  a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah 
kawin;  
b.  Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan 
perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut 
bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.  
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri 
yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, 
dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan 
bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. 
(3)  Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.  
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(4)  Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 
sidang pengadilan belum dimulai.  
(5)  Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak 
diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena 
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan 
tempat tidur menjadi tetap.
41
  
 
Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam Pasal 
284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu opzettleijk delict atau 
merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.
42
  
Itu berarti bahwa unsur kesengajaan tersebut harus terbukti pada diri 
pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan 
dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana 
perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan 
angka 2  huruf a atau b KUHP.
43
 
Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi 
secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari 
Memorie van Toelchting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) 
sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wettens). Sehingga dapat 
dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia 
lakukan.
44
 
Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk 
maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku ternyata tidak dapat 
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dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan 
hukum atau ontslag van rechtsvervolging bagi pelaku.
45
 
Menurut Prof. Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut 
pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu vleeselijk 
gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang 
selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda.
46
 
Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama 
bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.
47
 
Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan 
hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu 
atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut 
KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu. 
Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang 
bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka 
perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina. Hal ini didasarkan 
pada Hooge Raad dalam Arrestnya tanggal 16 Mei 1946 N.J. 1946 Nomor 
523 yang telah disebutkan di muka.
48
 
Agar lebih jelas di bawah ini akan diuraikan satu per satu dari bagian 
Pasal 284 KUHP.  
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1. Pasal 284 ayat (1) 
Ayat (1) dari Pasal 284 KUHP ini terdiri dari dua angka yang 
masing-masing terdiri atas dua huruf, yaitu : 
Ke-1 a. Laki-laki beristri, yang berzina, sedangkan diketahuinya bahwa 
Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya.   
b. Perempuan bersuami, yang berzina. 
 
Berdasarkan ketentuan demikian, maka seorang pria dapat didakwa 
melakukan zina apabila telah memenuhi unsur:  
a. pria tersebut telah menikah; 
b. pria tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.  
Oleh karena itu, apabila seorang pria yang melakukan perzinahan 
itu telah menikah akan tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya maka 
pria tersebut tidak dapat didakwa melanggar larangan yang diatur dalam 
Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, melainkan pria tersebut 
didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, yakni jika pria 
tersebut memang mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya 
itu telah terikat  perkawinan dengan pria lain. Karena dalam ketentuan ini 
wanita tidak disyaratkan tunduk pada Pasal 27 BW.
49
  
Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 
ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, undang-undang telah mensyaratkan 
keharusan adanya pengetahuan pada pelaku pria yang telah menikah yakni 
bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW itu berlaku baginya.
50
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Jika di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, 
pengetahuan tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW 
ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, 
maka hakim harus memberikan putusan bebas (vrijspraak) bagi pelaku.
51
  
Adapun Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) yang dijadikan salah 
satu unsur dari tindak pidana perzinahan itu berbunyi sebagai berikut :
52
   
“Pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu 
perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya 
dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria”. 
 
Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b menentukan larangan bagi 
seorang wanita yang telah menikah melakukan perzinahan dengan seorang 
pria. Berdasarkan ketentuan ini dapat diambil pengertian bahwa seorang 
wanita didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi satu unsur saja, 
yakni dia telah menikah. Wanita itu tidak diharuskan tunduk pada Pasal 27 
BW sebagaimana seorang laki-laki yang berzina, karena undang-undang 
telah menentukan secara umum tentang dapat dipidananya seorang wanita 
yang telah menikah yang melakukan suatu perzinahan.
53
  
Ke-2  a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan 
diketahuinya bahwa yang turut bersalah, sudah bersuami. 
 
Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a di atas mengatur larangan bagi 
seorang pria turut melakukan perzinahan dengan seorang wanita, yang ia 
ketahui bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan menikah dengan pria 
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lain.
54
 Dari ketentuan seperti ini seorang pria dapat diancam pidana 
sembilan bulan penjara karena turut melakukan (medepleger) perzinahan 
jika:
55
 
a. pria tersebut tidak berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain 
atau sudah menikah tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya;  
b. pria tersebut mengetahui bahwa wanita yang ia zinahi itu sudah 
menikah dengan pria lain. 
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a, 
angka 2 huruf a inipun tidak mensyaratkan adanya wanita yang tunduk 
pada Pasal 27 BW. Jadi tidak mempermasalahkan apakah wanita tersebut 
tunduk pada Pasal 27 ataupun tidak. Dalam undang- undang ditentukan 
secara umum tentang dapat dipidananya seorang pria yang turut 
melakukan perzinahan dengan wanita yang bersuami.
56
  
Pada Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a inipun disyaratkan adanya 
pengetahuan dari seorang pria yang turut melakukan perbuatan zina bahwa 
wanita yang dia zinahi telah beristeri.
57
 
Ke-2  b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan 
perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa yang turut 
bersalah sudah beristeri dan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek 
(BW) berlaku baginya. 
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Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b menentukan larangan bagi 
seorang wanita yang tidak menikah turut melakukan perzinahan dengan 
seorang pria, yang ia ketahui bahwa pria tersebut berada dalam keadaan 
menikah dengan wanita lain, dan yang ia ketahui pula bahwa ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 27 BW berlaku bagi pria itu.
58
  
Dengan demikian seorang wanita dapat diancam pidana sembilan 
bulan karena turut melakukan perzinahan jika: 
a. wanita tersebut tidak dalam keadaan menikah;  
b. wanita tersebut mengetahui bahwa pria lawan mainnya sudah beristeri;  
c. wanita tersebut mengetahui bahwa atas pria lawan mainnya itu 
diberlakukan ketentuan Pasal 27 BW.
59
  
Pasal ini juga mensyaratkan adanya pengetahuan dari pihak wanita, 
bahwa ia mengetahui ketentuan Pasal 27 BW berlaku bagi si pria. 
Sehingga apabila dalam persidangan yang memeriksa perkara itu tidak 
terbukti bahwa wanita itu mengetahui maka bagi hakim harus memberikan 
putusan bebas (vrijspraak) bagi wanita.
60
 
Berdasarkan rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b 
KUHP di atas dapat diketahui bahwa hanya pria dan wanita yang telah 
menikah sajalah yang dapat disebut sebagai pelaku perzinahan. Sedangkan 
pria dan wanita yang belum menikah, menurut Pasal 284 ayat (1) angka 2 
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huruf  a dan b KUHP, dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan 
perzinahan.
61
  
2. Pasal 284 ayat (2) KUHP  
Selengkapnya, bunyi Pasal 284 ayat (2) itu adalah sebagai berikut: 
“Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan 
suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku 
Pasal 27 BW , dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan 
permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu 
juga”. 
 
Di dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP berisi, undang- 
undang menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana perzinaan 
seperti yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dilakukan 
penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau istri yang merasa 
terkena. Apabila bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 BW, dalam waktu 
tiga bulan pengaduan tersebut harus diikuti oleh pengadu dengan gugatan 
perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang 
harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perziaan yang bersangkutan.
62
 
Berdasarkan  Pasal 284 ayat (2) KUHP di atas, dapat diketahui 
bahwa delik perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP 
merupakan delik aduan absolut (absolute klachtdelicten) . Artinya, dalam 
keadaan apapun delik perzinahan merupakan delik aduan. Adanya aduan 
ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut 
(voorwarde van vervolgbaasheid) secara pidana.
63
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Alasan yang mendasari pemikiran bahwa delik perzinahan itu 
merupakan delik yang digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak 
yang merasa dirinya telah dirugikan oleh para pelakunya, laporan Tweede 
Kamer menjelaskan karena jika tidak ditentukan demikian maka 
hubungan-hubungan yang sifatnya khusus dalam keluarga itu seringkali 
akan menjadi terganggu tanpa guna.
64
 Selain itu apabila pihak yang merasa 
dirugikan oleh para pelaku ternyata tidak mempunyai keinginan untuk 
mengajukan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan 
dan tempat tidur, maka tidak terdapat suatu dasar yang kuat untuk 
memberikan wewenang kepada pihak tersebut yakni untuk meminta 
kepada alat-alat negara agar terhadap pihak-pihak yang telah merugikan 
dirinya itu dilakukan penuntutan menurut hukum pidana.
65
  
Sementara itu Hooge Raad dalam Arrestnya tanggal 24 Oktober 
1932 N.J. 1932 menentukan bahwa : “kejahatan ini hanya dapat dituntut 
jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara 
orang yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang 
khusus dari kejahatan ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam 
salah satu bentuk keturutsertaan, termasuk juga orang yang telah 
menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat 
dituntut setelah adanya pengaduan”.66 
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Adanya keterangan dari Hooge Raad di atas menjelaskan  adanya 
ketentuan antara pelaku (dader) dengan pihak-pihak yang turut serta dalam 
delik perzinahan sehingga delik perzinahan itu dapat terjadi. Proses 
penyidikan dari kepolisian tidak hanya melakukan penyidikan terhadap 
orang yang diadukan oleh pengadu melainkan juga terhadap orang-orang 
yang terlibat dalam kejahatan itu, misalnya orang yang menyuruhlakukan 
(doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger) atau orang yang 
menggerakkan (oitlokker).
67
  
Hal ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dalam putusan kasasinya tanggal 19 Maret 1955 Nomor 52 
K/Kr/1953:
68
  
“Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu absoluut klachdelict 
sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan 
juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzinah, sedang 
jaksa berwenang untuk atas oportunitas hanya mengadakan 
penuntutan terhadap salah seorang dari mereka”.  
 
3. Pasal 284 ayat (3) KUHP  
Pasal 284 ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut :  
“Bagi pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75”.                                                  
Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagi 
gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP itu tidak 
berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, 73 dan 75 
KUHP. Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal itu adalah:
69
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Pasal 72 
(1)  Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas 
pengaduan, umurnya belum cukup umur enam belas tahun dan lagi 
belum dewasa, atau selama ia di bawah pengampuan yang disebabkan 
oleh hal lain dari pada keborosan, maka yang berhak mengadu adalah 
wakilnya yang sah dalam perkara perdata.  
(2)  Jika wakil itu tidak ada atau ia sendiri yang harus diadukan maka 
penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau wali 
pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas 
atau kewajiban wali pengampu itu. Demikian juga atas pengaduan 
istri atau seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau bila 
tidak ada keluarga sedarah itu, atas pengaduan sedarah dalam turunan 
yang menyimpang sampai derajat ke tiga.
70
  
 
Pasal 73 
Jika orang yang terkena kejahatan itu meninggal dunia dalam tempo yang 
ditetapkan dalam pasal berikut, maka tanpa menambah tempo itu, 
penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau 
suami/isterinya yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa 
yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan.
71
  
 
Pasal 75 
Barangsiapa mengajukan penuntutan, ia berhak akan menarik kembali 
pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan 
diadukan.
72
 
 
 Tidak diberlakukannya Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 merupakan 
konsekuensi logis dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) dan 
ayat (4). Dalam adagium dikenal lex specialis derogat lex generali, 
peraturan yang lebih khusus menghapuskan peraturan yang berlaku umum. 
Pasal 284 ayat (2) ini menghapuskan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 yang 
sifatnya lebih umum. Oleh karena itu, yang berhak mengadukan dalam 
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delik perzinahan hanyalah suami atau isteri yang melakukan tindak pidana 
zina. Sedangkan wakil, keluarga sedarah ataupun orang tuanya tidak 
berhak atas pengaduan ini. Sedangkan tidak diberlakukannya Pasal 75 
KUHP dalam delik perzinahan karena menurut Pasal 284 ayat (4) KUHP 
pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang 
pengadilan belum dimulai.
73
  
4. Pasal 284 ayat (4) KUHP  
Pasal 284 ayat (4) KUHP berbunyi :  
“Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 
sidang belum dimulai”. 
 
Ketentuan ini mengatur adanya kesempatan bagi pihak yang 
mengadukan delik perzinahan untuk melakukan pencabutan kembali 
pengaduannya. Undang-undang menentukan bahwa selama pemeriksaan di 
sidang pengadilan belum dimulai, pengaduan yang pernah diajukan oleh 
seseorang itu dapat dicabut kembali.
74
 
Adapun permulaan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah 
ketika hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang 
dibuka untuk umum. Akan tetapi karena delik perzinahan merupakan salah 
satu delik kesusilaan, maka sidang dibuka dan tertutup untuk umum.
75
 Hal 
ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP:  
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(3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang 
dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau terdakwanya  anak-anak.
76
  
 
5. Pasal 284 ayat (5) KUHP  
Pasal 284 ayat (5) KUHP berbunyi :  
“Jika bagi suami isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan 
tidak diindahkan sebelum perkawinan diputus karena perceraian, 
atau sebelum keputusan, yang membebaskan mereka dari pada 
berdiam serumah, menjadi tetap”.  
 
Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP, 
pada dasarnya undang-undang telah menentukan, bahwa apabila bagi 
suami istri yang kedamaian rumah tangganya telah terganggu oleh 
peristiwa perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari mereka itu 
berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW, maka pengaduan dari 
pihak yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan 
perkawinan antara mereka itu oleh pengadilan belum diputuskan dengan 
suatu perceraian, atau jika perceraian dari meja makan dan tempat tidur 
yang diputuskan oleh pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum 
tetap.
77
  
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP merupakan 
suatu ketentuan baru, yang baru dimasukkan ke dalam Wetboek van 
Strafrecht (WvS) dengan Undang-undang tanggal 15 Januari 1886, yakni 
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sebelum WvS yang telah terbentuk pada tahun 1881 itu diberlakukan 
secara efektif di Negeri Belanda pada tahun 1886.
78
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BAB IV 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK 
PIDANA PERZINAHAN DAN KESUSILAAN 
 
A. Unsur-unsur Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan 
Hukum positif tentang tindak pidana perzinahan dalam pasal 284 
KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Pasal 284 ayat (1) KUHP 
(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:  
1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah 
(overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku 
baginya, 
b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah; 
2.  a.  Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;  
b. Seorangperempuan yang tidak kawin yang turut serta 
melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa 
yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku 
baginya.
1
 
 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan, 
maka seorang laki-laki atau perempuan yang telah melakukan tindak 
pidana perzinahan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:  
c. Laki-laki atau perempuan tersebut telah menikah melakukan perbuatan 
mukah (overspel); 
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 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),  hlm. 114. 
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d. Laki-laki atau perempuan tersebut tidak berada dalam keadaan 
menikah melakukan perbuatan mukah (overspel) dengan laki-laki atau 
perempuan lain yang sudah menikah; 
e. Laki-laki atau perempuan tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 
BW berlaku baginya.  
Unsur Pasal 284 KUHP ayat 1 poin pertama menerangkan bahwa 
laki-laki atau perempuan tersebut telah menikah melakukan perbuatan 
mukah (overspel). Menurut pandangan hukum pidana Islam laki-laki atau 
perempuan yang belum menikah melakukan perbuatan mukah (overspel) 
disebut juga dengan zina muhs}a>n. Hukuman untuk pelaku zina muhs}a>n 
yaitu dera seratus kali dan rajam. 
Sedangkan unsur Pasal 284 KUHP ayat 1 poin kedua menerangkan 
bahwa laki-laki atau perempuan tersebut tidak berada dalam keadaan 
menikah melakukan perbuatan mukah (overspel) dengan laki-laki atau 
perempuan lain yang sudah menikah. Pelaku zina yang belum menikah 
disebut dengan zina gairu muhs}a>n. Hukuman untuk pelaku zina gairu 
muhs}a>n yaitu di dera seratus kali  dan pengasingan selama satu tahun. 
2. Pasal 284 ayat (2) KUHP  
Bunyi Pasal 284 ayat (2) KUHP itu adalah sebagai berikut: 
“Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang 
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang 
waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan 
ranjang karena alasan itu juga”.2 
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 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP…, hlm. 114. 
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Pasal 284 ayat 2 KUHP isinya menerangkan bahwa dalam tindak 
pidana perzinahan tidak akan dapat diproses hukum apabila tidak ada 
laporan atau penuntutan dari pihak yang dirugikan yaitu suami/istri pelaku. 
Dengan demikian zina termasuk delik aduan. Seperti halnya hukum pidana 
Islam, bahwa untuk menghukum pelaku pezina dengan h}ad dibuktikan 
dengan 3 cara pembuktian yaitu:
3
 
a) Dengan saksi 
b) Dengan pengakuan, dan 
c) Dengan qarinah. 
Jadi dalam pembuktian dengan saksi harus mendatangkan empat 
orang saksi yang menyaksikan, melihat langsung kejadian tersebut secara 
bersama-sama jika kurang dari empat maka persaksian tidak dapat 
diterima. 
Sedangkan dengan pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat 
kali dengan mengiaskan kepada empat orang saksi. Pengakuan juga harus 
terperinci dan jelas apakah dia gila, efek minuman keras ataupun terpaksa 
karena ancaman orang lain. Jadi pengakuan harus tulus dan tidak ada 
intervensi. Jika memang sadar dan tidak ada tekanan dari orang lain 
barulah terpenuhinya unsur pengakuan. Dalam hal ini jika pihak pria 
mengakui berzina sedangkan pihak wanita tidak maka hukuman hanya 
berlaku untuk pria saja, karena jika wanita tersebut tidak mengaku maka 
timbul suatu s}ubhat dan wanita tersebut tidak dihukum. 
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Sedangkan pembuktian dengan qarinah atau tanda yang dianggap 
sebagai alat pembuktian dalam jari>mah zina adalah timbulnya kehamilan 
pada seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui suaminya. 
Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin 
dengan anak kecil yang belum balig, atau dengan orang yang sudah balig 
tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.
4
 Jadi dapat dilihat dari hal 
tersebut selama wanita hamil tidak dapat menunjukan suami yang sah 
maka terpenuhinya unsur qarinah. 
Sedangkan dalam hal kadaluarsa hukum positif Indonesia mengatur 
tentang delik aduan dalam pasal 74 KUHP yaitu yang pada intinya masa 
kadaluarsa melaporkan tindak kejahatan zina selama enam bulan, selama 
belum melewati enam bulan dari diketahui adanya tindak kejahatan 
laporan masih dapat diterima. Hal ini tidak berbeda jauh dengan hukum 
Islam bahwa masa pelaporan tindak pidana perzinahan ada yang 
menentukan satu bulan, ada yang empat bulan dan ada juga yang 
tergantung dengan hakim. Jadi dalam hukum Islam selama tenggang 
waktu tersebut belum selesai, masih di perbolehkan untuk melapor. Jika 
sudah melewati masa tenggang baru melaporkan maka yang mendorong 
hal tersebut perasaan benci atau ada motif lain. 
3. Pasal 284 ayat (3) KUHP  
Pasal 284 ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut : 
“Bagi pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75”.                           
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Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagi 
gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP itu tidak 
berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, 73 dan 75 
KUHP. Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal itu adalah:
5
 
Pasal 72 
(1)  Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas 
pengaduan, umurnya belum cukup umur enam belas tahun dan lagi 
belum dewasa, atau selama iadi bawah pengampuan yang disebabkan 
oleh hal lain dari pada keborosan, maka yang berhak mengadu adalah 
wakilnya yang sah dalam perkara perdata.  
(2)  Jika wakil itu tidak ada atau ia sendiri yang harus diadukan maka 
penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau wali 
pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas 
atau kewajiban wali pengampu itu. Demikian juga atas pengaduan 
istri atau seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau bila 
tidak ada keluarga sedarah itu, atas pengaduan sedarah dalam turunan 
yang menyimpang sampai derajat ke tiga.
6
 
 
Pasal 73 
Jika orang yang terkena kejahatan itu meninggal dunia dalam tempo yang 
ditetapkan dalam pasal berikut, maka tanpa menambah tempo itu, 
penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau 
suami/isterinya yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa 
yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan.
7
 
 
Pasal 75 
Barangsiapa mengajukan penuntutan, ia berhak akan menarik kembali 
pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan 
diadukan.
8
 
 
Pada dasarnya Pasal 284 KUHP termasuk delik aduan yang 
absolute jadi dalam penuntutannya tidak dapat dibelah, semua pelakunya 
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 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan…,hlm. 90. 
6
 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP…, hlm. 33. 
7
 Ibid. 
8
 Ibid., hlm. 34. 
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harus dituntut. Berdasarkan Pasal 284 ayat 3 KUHP orang yang dapat 
melapor ialah yang merasa dirugikan karena efek yang ditimbulkan dari 
tindak pidana tersebut. Jika pelapor belum berumur enam belas tahun 
maka dapat diwakilkan oleh wali yang sah. Sedangkan jika pelapor 
meninggal dunia maka dapat diwakilkan oleh orang tua, wali, suami/istri 
atau anaknya. 
Dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan berkaitan dengan pasal 
75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan dapat menarik  kembali 
dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan. Jadi jika pengaduan ditarik 
maka proses hukum akan dihentikan. Sehubungan dengan pencabutan 
pengaduan yang melewati waktu Mahkamah Agung mengeluarkan 
putusan no. 1600 K/PID/2009 yang menyatakan bahwa jika ada 
perdamaian antara pelapor dan terlapor walapun setelah melewati 
tenggang waktu tersebut masih dapat dihentikan proses hukumnya, karena 
hakim harus menjadi fasilitator penyelesaian konflik antara pihak yang 
berselisih. Dalam hukum Islam pun demikian pula, bahwa saksi mencabut 
kesaksiannya maka hukuman akan gugur dengan syarat sebelum hukuman 
dilaksanakan. 
4. Pasal 284 ayat (4) KUHP  
Pasal 284 ayat (4) KUHP berbunyi : 
“Pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 
sidang belum dimulai”. 
 
Ketentuan ini mengatur adanya kesempatan bagi pihak yang 
mengadukan delik perzinahan untuk melakukan pencabutan kembali 
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pengaduannya. Undang-undang menentukan bahwa selama pemeriksaan di 
sidang pengadilan belum dimulai, pengaduan yang pernah diajukan oleh 
seseorang itu dapat dicabut kembali.
9
 
Adapun permulaan pemeriksaan dalam sidang pengadilan adalah 
ketika hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang 
dibuka untuk umum.Akan tetapi karena delik perzinahan merupakan salah 
satu delik kesusilaan, maka sidang dibuka dan tertutup untuk umum.
10
 Hal 
ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP:  
(3) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang 
dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau terdakwanya  anak-anak.
11
 
 
Ketentuan ini sama seperti pasal 75 KUHP yang pada intinya 
tuntutan dapat di cabut hanya saja waktu yang membedakan jika dalam 
pasal 75 KUHP di batasi oleh waktu tiga bulan setelah pelaporan. 
Sedangkan dalam pasal 284 ayat 4 dapat di cabut entah itu sudah melewati 
waktu tiga bulan atapun lebih karena tuntutan dapat di cabut sebelum 
sidang dimulai . 
5. Pasal 284 ayat (5) KUHP  
Pasal 284 ayat (5) KUHP berbunyi : 
“Jika bagi suami isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan tidak 
diindahkan sebelum perkawinan diputus karena perceraian, atau sebelum 
keputusan, yang membebaskan mereka dari pada berdiam serumah, 
menjadi tetap”.  
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 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan…,hlm. 91. 
10
 Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan…, hlm. 15. 
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Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP, 
bahwa apabila bagi suami istri yang rumah tangganya telah terganggu oleh 
perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari mereka itu berlaku 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW, maka pengaduan dari pihak 
yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan 
perkawinan antara mereka itu oleh pengadilan belum diputuskan dengan 
suatu perceraian yang diputuskan oleh pengadilan itu belum mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP merupakan 
suatu ketentuan baru, yang baru dimasukkan ke dalam Wetboek van 
Strafrecht (WvS) dengan Undang-undang tanggal 15 Januari 1886, yakni 
sebelum WvS yang telah terbentuk pada tahun 1881 itu diberlakukan 
secara efektif di Negeri Belanda pada tahun 1886.
12
 
B. Unsur-unsur Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana Kesusilaan 
Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak 
kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur 
didalam Pasal 281 KUHP, yang rumusanya berbunyi sebagai berikut:  
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:  
3. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;  
4. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada 
disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
13
 
 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut:  
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 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan…, hlm. 92. 
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 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP…, hlm. 111-112. 
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3. Unsur Subjektif : dengan sengaja   
4. Unsur Objektif :   
d. Barang siapa  
e. Merusak kesusilaan   
f. Di depan umum14 
Berdasarkan ketentuan pasal 281 KUHP sebuah tindak pidana 
kesusilaan memiliki dua unsur yang paling utama adalah dengan sengaja atau 
pelaku memiliki niat untuk melakukan tindak pidana kesusilaan yang 
dilakukan di depan umum. Pada intinya tindak pidana kesusilaan merusak 
nilai kesopanan maka dari itu hal-hal seperti berciuman, bersetubuh, 
memperlihatkan alat kelamin, memegang payudara dan lain sebagainya yang 
berhubungan dengan nafsu yang dilakukan dapat terlihat oleh orang lain maka 
tindakan tersebut sudah melanggar tindak pidana kesusilaan.  
Di depan umum tidak semuanya dapat terjerat pasal 281 KUHP 
memang di dalam pasal tersebut jika melakukan ciuman, telanjang dan lain 
sebagainya memang termasuk perbuatan tercela atau melawan hukum pada 
perbuatan melanggar kesusilaan, tetapi memang tidak disebutkan secara 
konkret tentang hal tersebut apakah termasuk perbuatan yang melanggar 
kesusilaan atau tidak itu tergantung hakim yang menangani perkara tersebut. 
Penilaian seorang hakim harus berdasarkan tempat orang itu berasal 
dan kearifan lokal. Karena perbuatan berciuman, telanjang tidak semua dapat 
ditetapkan melanggar kesusilaan. Jika dilihat dari masyarakat sekitar ada 
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seorang sedang mandi di kali dengan telanjang bulat bagi pria dan telanjang 
dada bagi wanita boleh dikatakan tidak melanggar kesusilaan karena  memang 
masyarakat sekitar sering melakukan hal itu. Kemudian ada seorang pria 
berciuman dengan teman yang lama tidak bertemu, melakukan cium pipi 
kepada istri temannya contohnya para artis di Jakarta itupun tidak termasuk 
melanggar kesusilaan. Berbeda jika seseorang melakukan ciuman di tempat 
ibadah misalnya masjid walaupun itu di Jakarta maka orang tersebut baru 
dikatakan melanggar kesusilaan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diatur 
dalam pasal 281 KUHP tentang kesusilaan tergantung dengan tempat dan 
keadaan masyarakat sekitar orang tersebut karena memang perbuatan yang 
tidak pada tempatnya menimbulkan hal yang kurang baik. 
Tetapi di dalam pasal 281 KUHP hukuman maksimal dua tahun 
delapan bulan penjara lebih berat dibandingkan dengan hukum perzinahan 
hukuman maksimal hanya sembilan bulan penjara. Karena memang perbuatan 
melanggar kesusilaan ada unsur kesengajaan merusak kesopanan dimuka 
umum. 
Sedangkan untuk pasal 284 KUHP tentang perzinahan hanya mengatur 
pelaku yang sudah menikah itupun jika tidak ada pengaduan dari suami/istri 
maka tindak pidana ini tidak dapat diproses hukum karena suami/istri tidak 
merasa dirugikan sesuai dengan pasal 284 ayat 2 KUHP. 
Berbeda dengan pelaku yang belum menikah dalam hukum positif 
Indonesia tidak diatur pasti di dalam undang-undang KUHP tentang 
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perzinahan maka dari itu dengan tidak di aturnya undang-undang KUHP 
tentang perzinahan menjadi sebuah celah bagi remaja untuk berbuat zina. 
Hukum positif Indonesia dapat bercermin dari hukum Islam dimana pelaku 
zina yang sudah menikah ataupun belum menikah dapat dikenakan sanksi 
dengan demikian menutup celah bagi remaja untuk berbuat zina. Tidak hanya 
itu hukuman bagi pelaku pezina memang kurang tegas maka masih banyak 
orang melakukan perzinahan karena tidak jera ataupun tidak takut dengan 
ancaman hukuman tindak pidana perzinahan. 
Tetapi remaja atau orang yang belum menikah melakukan zina dalam 
hukum positif Indonesia ada pasal yang mengatur tentang kesusilaan bukan 
tentang perzinahan dengan demikian pelaku pezina yang belum menikah 
masih dapat di jerat hukuman bukan dengan pasal perzinahan melainkan pasal 
kesusilaan. Jadi perbuatan asusila itu masuk dalam katagori mendekati zina, 
tetapi mengapa hukuman lebih berat dari pada berbuat zina. Karena perbuatan 
asusila ataupun mendekati zina itu jika dilakukan didepan umum memang 
termasuk perbuatan sangat tercela. Maka perbuatan melanggar tindak asusila 
hukuman lebih besar dari pada perzinahan karena dapat kita lihat dalam pasal 
perzinahan itu dijerat jika ada aduan dari istri/suami pelaku yang dirugikan. 
Tetapi jika tindak asusila masuk dalam delik murni maka hukuman lebih besar 
dari pada perzinahan yang hanya delik aduan. 
Didalam pasal kesusilaan ada beberapa yang kurang tegas salah 
satunya jika perzinahan yang dilakukan tidak di depan umum atau tidak 
diketahui oleh orang  lain maka tindakan tersebut tidak dapat diproses hukum. 
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Jadi di dalam KUHP delik perzinahan hanya untuk pelaku yang sudah 
menikah sedangkan untuk pelaku yang belum menikah masuk dalam delik 
kesusilaan. 
Berbeda dengan hukum Islam, penerapan hukum pidana Islam dalam 
kasus perzinahan tidak memandang apakah pelaku sudah menikah apa belum 
menikah semua tetap dianggap melakukan tindak pidana perzinahan tetapi 
mendapatkan sanksi yang berbeda. Hukuman untuk pezina yang belum 
menikah memang lebih ringan dari pada pezina yang sudah menikah. Pezina 
yang belum menikah didera/cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan 
sedangkan hukuman bagi pezina yang sudah menikah dirajam/ dilempari batu 
sampai meninggal. Jadi jika dibandingkan atara kedua nya memang berlainan. 
Tetapi dengan satu tujuan yaitu mentertibkan kehidupan manusia agar lebih 
tertata. 
C. Ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 284 KUHP tentang 
Perzinahan dan 281 KUHP tentang Kesusilaan 
Menurut pandangan hukum pidana Islam bahwa konsep zina menurut 
Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina 
dalam pandangan hukum Islam.  Hal ini disebabkan karena konsep zina dalam 
pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat 
perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina. Jika keduanya sudah menikah, 
maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat 
perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. 
Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina diantara mereka. 
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Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan 
oleh orang yang sudah menikah, tetapi juga orang yang belum menikah yang 
melakukan hubungan kelamin di luar nikah. 
Selanjutnya reaksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana zina 
sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya 
diancam hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. 
Akibatnya, hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak 
pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 
KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 
Perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang 
melampaui batas, maka diancam dengan hukuman h}add yakni hukuman yang 
telah ditentukan oleh syara‟, dan menjadi hak Allah.  
Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum pidana Islam telah 
disebutkan dengan tegas dalam al-Qur‟an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku 
zina yang belum menikah (gairu muhs}a>n) didasarkan pada Al-Qur‟an Surat 
An-Nu>r (24) : 2 yang berbunyi:   
                           
                        
Artinya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukumnan mereka dilaksanakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang 
beriman. (2)
15
 
                                                             
15
 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya..., hlm. 350.  
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Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhs}a>n) hukumannya 
menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. 
Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi SAW sebagai berikut:  
 ُزُخ ًِّىَعاِوُزُخ : َمَّهَعَو ًِ ِنآ َو ًِ ِيَهَع للها ًَّهَص للها ُلِىُعَس َمَق : َمَق ِتِم اَّصنا ِهِت َج َد اَثُع ِهَع
ِوِةِّيَّثن اِت ُةِّيَّثناَو ٍحَىَع ًُ ْفَوَو ٍحَئ اِم ُذْهَج ِشْكِثْن ات ُشْكِثْنَا .اًهِيِثَع َّهُهَن ُللها َمَعَج ِذَق ًِّىَعا ُذْهَج 
)ي زم شتناو دوادىتأو مهغم ياوس( ُمِج َّشن اَو ٍحَئ اِم 
Artinya:  
Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu ta‟ala „anhu, ia berkata: Rasulullah 
s.a.w. bersabda : Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya 
Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan 
gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. 
Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam. 
(Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).
16
 
 
Hadits di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang 
gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan 
diasingkan  dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan pelaku zina itu 
sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai 
mati. 
Dengan demikian hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nu>r 
(24) : 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:  
1. Di dera/jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina 
yang belum berkeluarga (gairu muhs}a>n); 
2. Di rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhs}a>n) di samping didera 
seratus kali.  
                                                             
16
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 
28. 
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Berdasarkan sanksi hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa syari‟at 
Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja 
dan atau hamba sahaya, kaya, atau miskin, hitam atau putih. Dengan demikian 
jika seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, 
maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan 
atau status sosial. 
Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa sanksi perzinaan yang 
ditetapkan oleh Allah SWT dan hadits Nabi sungguh sangat berat. Pendapat 
ini ada benarnya apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam 
pasal 284 KUHP yang ancaman hukumannya hanya 9 (sembilan) bulan 
penjara. 
Akibat ringannya hukuman itu, maka mengakibatkan merajalelanya 
prostitusi dan penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat. Di samping 
itu timbul pula berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan.  Al-Qur‟an 
dan al-Hadits ketika menetapkan hukuman perzinahan disebabkan antara lain 
oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perzinahan itu.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka zina dipandang sebagai suatu 
kejahatan yang perlu mendapat perhatian secara serius sehingga tindak pidana 
zina ini perlu hukum pidana yang melindungi dan menegakkan dengan 
memberikan sanksi yang berat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan, maka 
seorang laki-laki atau perempuan yang telah melakukan tindak pidana 
perzinahan dapat  diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:  
f. Laki-laki atau perempuan tersebut telah menikah melakukan perbuatan 
mukah (overspel); 
g. Laki-laki atau perempuan tersebut tidak berada dalam keadaan 
menikah melakukan perbuatan mukah (overspel) dengan laki-laki atau 
perempuan lain yang sudah menikah; 
h. Laki-laki atau perempuan tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 
BW berlaku baginya. 
2. Unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
5. Unsur subjektif : dengan sengaja   
6. Unsur objektif :   
1) Barang siapa  
2) Merusak kesusilaan   
3) Di depan umum 
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3. Bahwa hukum positif tentang perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 
KUHP pelakunya diancam dengan hukuman sembilan bulan penjara 
sedangkan pelanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP 
pelakunya diancam dengan penjara dua tahun delapan bulan karena Pasal 
284 KUHP tentang perzinahan masuk dalam delik aduan di mana 
istri/suami atau yang merasa dirugikan tidak melapor maka tindak pidana 
tersebut tidak diproses sedangkan Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan 
masuk dalam delik murni, ada tidaknya orang yang melapor jika diketahui 
maka tetap akan diproses. Maka dari itu sanksi asusila lebih besar 
hukumannya dari pada zina. 
Berbeda dengan hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku zina 
muhs}a>n atau yang sudah menikah adalah di dera seratus kali dan dirajam 
sampai mati, sedangkan hukuman bagi pelaku zina gairu muhs}a>n atau 
belum menikah adalah di dera seratus kali dan pengasingan selama satu 
tahun. Hal ini terbalik dengan hukum positif Indonesia di mana bagi 
seseorang yang belum menikah melakukan hubungan seksual di depan 
umum (asusila) lebih besar hukumannya dibandingkan dengan hukuman 
zina dalam hukum positif. 
B. Saran 
1. Menurut pandangan hukum Islam hukuman yang di atur dalam Pasal 284 
KUHP belum memberi efek jera. Oleh karena itu dalam perumusan delik 
zina serta sanksi perlu disisipkan hukum Islam agar lebih menjerakan atau 
lebih mempertegas hukuman yang diberikan. 
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2. Dalam kasus perzinahan tidak lepas dari pengawasan orang tua, dan 
pendidikan seks usia dini penting untuk  mencegah terjadinya penyakit 
kelamin karena perzinahan. 
3. RUU perzinahan seharusnya segera dilaksanakan agar hukuman bagi 
pezina yang belum menikah dapat terjerat pasal perzinahan bukan pasal 
kesusilaan. 
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